BAB Il
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka
2.1.1. Audit

Menurut Arens, Elder and Beasley (dalam Ni Putwa E)esyanti : 3)
mendefinisikan audit sebagai berikut :

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of correspondence between
the information and established criteria. Auditing should be done by a
competent and independent person.

Menurut Mulyadi (2002:9) :

Auditing adalah suatu proses sistemik untuk memelerodan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai peaayapernyataan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan umbgketapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebgardé&riteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepg#makai yang
berkepentingan.

Menurut Strawser and Strawser (dalam Asih :19)daénisikan :
Auditing ia a systematic process of objectively obtaining and
evaluating evidence regarding assetions about economics actions and events

to assertion the degree of correspondence between those assertion and
established criteria and communicating the result to interested user.

11



2.1.2. Audit Pemerintah

Permenpam No. PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jalasagsional
Auditor dan Angka Kreditnya menyatakan bahwa “Auddalah proses
identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yaitakdkan secara independen,
obyektif dan professional berdasarkan standar auditk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi nd&keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.”

Dalam buku yang berjuduHandbook For Auditor, Cashinet al
(dalam Alim) menyatakanGovermental auditing merupakan bidang yang
paling komprehensif dari ketiga cabang auditing.tiadpe lembaga
pemerintahan memiliki departemen internal audityagg diharapkan dapat
memberikan investigasi untuk lembaga pemerintadesebut’.

Menurut Indra Bastian (2007:2) “Audit adalah suatases sistematik
dan objektif dari penyediaan dan evaluasi buktitbykng berkenaan dengan
pernyataan gssertion) tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna
memastikan derajat atau tingkat hubungan antaraygeran tersebut dengan
kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasilgydiperoleh tersebut
kepada pihak-pihak yang berkentingan”.

Langkah-langkah dalam proses audit adalah :

1. Perencanaan audit, merupakan tahap yang vital datamit.
Perencanaan audit yang matang akan sangat menerkekaksesan
audit. Perencanaan audit yang baik merupakan fgkating bagi
tersedianya bukti auditeidence) yang cukup dan kompeten untuk
mendukung isi laporan audit.

2. Pelaksanaan Audit merupakan suatu proses yantardkgn oleh

eksekutif (Kepala Daerah, Instansi/Dinas, dan ssgerersonel) yang
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didesain untuk memberikan keyakinan yang memadaiang
pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri atesandalan laporan
keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peratunag lyarlaku,
efektifitas dan efisiensi operasi.

3. Pelaporan audit diwujudkan dalam kertas kerjauyea#tatan-catatan
yang diselenggarakan oleh auditor mengenai proseddit yang
ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yahgeroleh, dan

kesimpulan yang dibuatnya berkenan dengan pelaksanatit.

Jenis-jenis audit sektor publik, menurut Indra Bas{2007:43) terdiri dari :

1. Audit KeuanganKinancial Audit)

Secara spesifik definisi dari audit atas laporanakgan dapt
dikemukakan sebagai berikut :

Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor
independen adalah untuk mengekspresikan suatu gamg
jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi dais &as
yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yangalkerl
umum. Laporan auditor merupakan media yang
mengekspresikan opini auditor atau dalam kondidienéu,
menyangkal suatu opini. (AICPA, Codification of Atig
Standards and Prosedures, 1988).

2. Audit Kinerja (Performance Audit)
Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektifn da

sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk tdapelakukan
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penilaian secara independen atas kinerja entitas@bgram/kegiatan
pemerintah yang diaudit.
3. Audit Investigasi $poecial Audit)

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan detiggkup
tertentu, yang tidak dibatasi periodenya, dan ledplsifik kepada
area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandefigiensi
atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan &adit berupa
rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung padarajat

penyimpangan wewenang yang ditemukan.

2.1.3. Auditor Internal Pemerintah

Arens-loebbecke (dalam Ni Putu Eka Desyanti :3) gatakan bahwa
‘Internal Auditor adalah seseorang yang bekerja sebagai karyawan ssata
perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingarajamen’.

Menurut Sawyer (dalam Alim :8) bahwa :

Auditor internal merupakan karyawan perusahaan dima saja
merupakan entitas independen yang melayani kebutohganisasi, fokus
pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mdngev&ontrol yang
dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan osganiyang meyakinkan
langsung dengan pencegahan kecurangan dalam sdgatéuknya,
independen terhadap aktivitas yang diaudit dan haeheaktivitas secara
terus menerus.

Chartered Insitute of Public Finance and Accountancy (dalam Elfarini :3)

menyatakan bahwa :
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Auditor internal merupakan seorang yang indepengg@mg menilai
fungsi organisasi untuk meriviu tindakan manajensgiain itu melakukan
suatu pemeriksaan yang mengukur, mengevaluasi é&aparkan efektivitas
pengendalian internal, keuangan dan efisiensi dakamggunaan sumber daya
organisasi.

Menurut Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 merkgatdahwa :

Auditor Intern adalah Pegawai Negeri Sipil yang manyai jabatan
fungsioanal auditor dan/atau pihak lain yang dii Hegas, wewenang,
tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabag Yeerwenang
melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintak dan atas nama
APIP.

Mulyadi (dalam Asih :25 ) mengemukakan bahwa :

Terdapat tiga tipe yaitu auditor independen, audittern dan auditor
pemerintah. Auditor yang bekerja pada bidang perteran adalah auditor
pemerintah, Auditor pemerintah dapat didefinisikesebagai auditor
professional yang bekerja di instansi pemerintaimgyaugas pokoknya
melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangandraajikan oleh unit-
unit organisasi atau entitas pemerintahan atauamggungjawaban yang
ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat &am@yditor yang bekerja

di instansi pemerintah namun umumnya yang di selbditor pemerintah
adalah auditor yang bekerja di BKPK, BPK, Inspe&talan Instansi Pajak.

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) atau yang sekairéetgh dipopulerkan
dengan sebutan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/ks#kanjutnya di singkat dengan
Inspektorat) merupakan suatu lembaga pengawasdmghkungan pemerintahan
daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupateny dtata, memainkan peran yang
sangat penting dan signifikan untuk kemajuan darekesilan pemerintah daerah
dan perangkat daerah di lingkungan pemerintaharalkagalam menyelenggarakan
pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan damasagang telah ditetapkan.
Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh inspektdtabrdinasikan oleh Kepala

Inspektorat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negedrfhendagri) No. 23 Tahun
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2007, Kepala Inspektorat, baik di tingkat provinkgbupaten, dan kota disebut
dengan Inspektur Provinsi, dan Inspektur KabupH&izta/.

Kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat adalahidtag pemeriksaan
(audit), yang meliputi:

1. Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif tgrhagdéembagaan,
pegawai daerah, keuangan daerah, barang daeratrugam pemerintahan.

2. Pemeriksaan dana desentralisasi.

3. Pemeriksaan dana dekonsentrasi.

4. Pemeriksaan tugas pembantuan.

5. Pemeriksanaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibaimegeri.

Selain pemeriksaan tersebut, auditor Inspektomgbad juga melakukan
pemeriksaan tertentu dan pemeriksaan terhadap alpaonengenai indikasi
kemungkinan terjadinya tindak penyimpangan, korugsiusi, dan nepotisme di
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pedaksdegiatan pengawasan ini
dikoordinasikan oleh Kepala Inspektorat, yang danga&raturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) No. 23 Tahun 2007, kepala ekigpat, baik di tingkat
provinsi, kabupaten, dan kota disebut dengan Inapdenderal, Inspektur Provinsi,

dan Inspektur Kabupaten/Kota.
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2.1.4. Pengalaman Kerja

Menurut Loeher (dalam Eunike Christina :11) 'Pdagean merupakan
akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh mddahhadapan dan berinteraksi
secara berulang-ulang dengan sesama benda alandaakeagagasan, dan
penginderaan’.

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran pdeilambahan
perkembangan potensi bertingkah laku baik dari joikah formal maupun non
formal atau bisa diartikan sebagai suatu proseg yaembawa seseorang kepada
suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatumpelajaran juga mencakup
perubahaan yang relatif tepat dari perilaku yan@kidatkan = pengalaman,
pemahaman dan praktek. Knoers & Haditono (dalarh Asi

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis{pakisrjaan yang pernah
dilakukan seseorang dan memberikan peluang yangr besgi seseorang untuk
melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin lumsgglaman kerja seseorang,
semakin trampil melakukan pekerjaan dan semakirpgem pola berpikir dan sikap
dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telatetapkan (Abriyani
Puspaningsih, 2004).

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memper&raankpuan kerja.
Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yamg, ssemakin terampil dan
semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan terséBetnakin banyak macam
pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalamaankerjsemakin kaya dan luas,
dan memungkinkan peningkatan kinerja”. (Payamanda§utak, 2005:8).

Marianus et al (dalam lka Sukriah :6) menyatakahwaa'Secara spesifik
pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yealy tigunakan terhadap suatu

pekerjaan atau tugas’. Penggunaan pengalaman kdagaada asumsi bahwa tugas

yang dilakukan secara berulang-ulang memberikanuapgl untuk belajar
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melakukannya dengan yang terbaik. Lebih jauh Kadodidalam Alim :7) dalam
risetnya menunjukkan bagaimana pengalaman dapanakgn untuk meningkatkan

kinerja pengambilan keputusan.

Seperti dikatakan Boner & Walker (dalam Asih :4¢rihgkatan pengetahuan
yang muncul dari penambahan pelatihan formal saagadnya dengan yang didapat
dari pengalaman khusus dalam rangka memenuhi patagasebagai seorang
professional’. Auditor harus menjalani pelatihamgaukup. Pelatihan disini dapat
berupa kegiatan-kegiatan seperi seminar, simposilokakarya, dan kegiatan
penunjang ketrampilan lainnya. Selain kegiatan&@agi tersebut, pengarahan yang
diberikan oleh auditor senior kepada auditor penfilaior) juga bisa dianggap
sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiaitadapat meningkatkan kerja
auditor, melalui program pelatihan dan praktek-fglakaudit yang dilakukan para
auditor juga mengalami proses sosialisasi agar tdapmyesuaikan diri dengan
perubahan situasi yang akan ia temui, struktur @mgian auditor yang berkenaan
dengan kekeliruan mungkin akan berkembang denganyadprogram pelatihan
auditor ataupun dengan bertambahnya pengalamatoaudi

Seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerjagyénggi akan
memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranyalendeteksi kesalahan, ii).
Memahami kesalahan dan iii) Mencari penyebab munyeukesalahan. Keunggulan
tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahliabhag&rmacam pengalaman yang

dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanakamtgutugas. ‘Seseorang yang

18



berpengalaman memiliki cara berpikir yang lebih péginci, lengkap dan
sophisticated dibandingkan seseorang yang belum berpengalamagloifdan Tood
(dalam Dian indri purnamasatri :13).

Menurut pendapat Tubbs (dalam Ni Putu Eka Desydjtijika seorang
auditor berpengalaman, maka (i) auditor menjadiasagrhadap lebih banyak
kekeliruan, (i) auditor memiliki salah pengertiggang lebih sedikit tentang
kekeliruan, (iii) auditor menjadi sadar mengendidteuan yang tidak lazim, dan (iv)
hal-hal yang terkait dengan penyebab kekeliruanademen tempat terjadinya
kekeliruan dan pelanggaran serta tujuan pengemdedtarnal menjadi relatif lebih
menonjol.

“‘Auditor internal yang berkompeten berarti auditanternal tersebut
menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalgaran dibutuhkan dalam
pelaksanaan pekerjaan audit internal “(Amin Widjayaggal, 2008:22).

Bernardi (dalam jurnal SNA XI) menyatakan bahwari@aman merupakan
faktor yang mempengaruhi kemampuan prediksi daekdetpemeriksa. Kualitas
auditor intern dapat dilihat dari bobot temuan yasigampaikan dalam hasil
pemeriksaan”. Bukti-bukti empiris dari beberapa i almhenunjukkan bahwa
pemeriksaan sering salah dalam memberikan lapardit, &esalahan ini antara lain
disebabkan kurangnya kompetensi dan independengidieniliki oleh pemeriksa.

Abdolmohammadi dan Wright (dalam jurnal SNA XI) memukan bahwa

“Pertimbangan auditor yang tidak berpengalaman noeygd tingkat kesalahan yang

lebih besar dibandingkan auditor berpengalaman”.
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2.1.5. Independensi

Definisi independensi dalaithe CPA Handbook menurut E.B. Wilcox adalah
dalam (lka Sukriah, 2009) "Merupakan suatu staralalfiting yang penting karena
opini akuntan independen bertujuan untuk menamieadillitas laporan keuangan
yang disajikan oleh manajemen”. “Jika akuntan tawsdidak independen terhadap
kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambaapapun (Mautz dan
Sharaf, 1993:246)". Kode Etik Akuntan tahun 1994 nyebutkan bahwa
“Independensi adalah sikap yang diharapkan darasgoakuntan publik untuk tidak
mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaaastyy@, yang bertentangan
dengan prinsip integritas dan obyektivitas”. Beedkan pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa independensi merupakan sikaposmsg untuk bertindak jujur,
tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan haesgabarkan bukti yang ada.

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dyaemhi. Akuntan publik
tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. PA&o publik berkewajiban
untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan perpéirusahaan, namun juga
kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan legy@an atas pekerjaan akuntan
publik (Christiawan, 2002)".

Independensi merupakan standar umum nomor dudig@arstandagauditing

yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IA48ng menyatakan bahwa
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“Dalam semua yang berhubungan dengan perikataapémdiensi dan sikap mental
harus dipertahankan oleh auditor”.

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Perny&tardar Audit (PSA)

No. 04 (SA Seksi 220), standar ini mengharuskanit@udbersikap independen,

artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia meladksam pekerjaannya untuk
kepentingan umum, dalam hal ini dibedakan dengaiitauyang berpraktik sebagai
auditor intern. Dengan demikian, ia tidak dibenarkaemihak kepada kepentingan
siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keagitiais yang ia miliki, ia akan

kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangatipg untuk mempertahankan
kebebasan pendapatnya.

Menurut Abdul Halim (2001 : 21) menyatakan bahwa :

“Ada tiga aspek independensi seorang auditor, ysé@bagai berikut. (1)
Independence in fact (independensi senyatanya) yakni auditor harus meg#
kejujuran yang tinggi. (2)ndependence in appearance (independensi dalam
penampilan) yang merupakan pandangan pihak lainadep diri auditor
sehubungan dengan pelaksanaan audit. Auditor memgaga kedudukannya
sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempeirsdsap independensi dan
objektivitasnya. (3)Independence in competence (independensi dari sudut
keahlian) yang berhubungan erat dengampetensi atau kemampuan auditor
dalam melaksanakan darenyelesaikan tugasnya”.

Taylor (dalam Asih :5), ada dua aspek independgagij:
1. Independensi sikap mentalndependence of mind/independence of mental

attitude), independensi sikap mental ditentukan oleh pikakuntan publik untuk

bertindak dan bersikap independen.
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2. Independensi penampilanmége projected to the public/appearance of
independence), independensi penampilan ditentukan oleh kesarsyanakat

terhadap independensi akuntan publik.

2.1.6. Kualitas Hasil Audit

De Angelo (dalam Eunika Christina :13) mendefkasi ‘Kualitas audit
sebagai kemungkinano{nt probability) dimana seorang auditor akan menemukan
dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistenteaisi kliennya’.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2010:115) “Sec@derhana, standar
adalah ukuran mutu. Dengan standar ini pihak yaagdd (auditee), pihak yang

memakain laporan audit, dan pihak-pihak lain dapatgukur mutu kerja auditor”.

Sedangkan Hiro Tugiman (2006:13) menyatakan bahwa :

Dipandang dari berbagai hal, kegunaan standar ladatduk : i.
memberikan pengertian tentang peran dan tangguabjaaudit internal
kepada seluruh tingkatan manajemen, dewan dir&leglan-badan publik,
auditor eksternal dan organisasi-organisasi profgmsng berkaitan, ii.
Menetapkan dasar pedoman dan pengukuran atau ipenieelaksanaan
auditor internal, iii. Memajukan praktek audit intael.

Kemudian Indra Bastian (2006:210) menyatakan ‘@tanaudit memuat
persyaratan professional auditor, mutu pelaksarsamlit, dan persyaratan laporan
audit yang professional dan bermutu.”

Berdasarkan Standar Profesional Audit Internal (SE287) audit yang
dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memerkdtentuan atau standar

auditing. Standar auditing mencakup mutu profesdjorauditor independen,
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pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaart dadi penyusunan laporan
audit.

Pengertian kualitas audit menurut Malan (dalamdwiati :39) adalah suatu
proses yang sistematis untuk memperoleh dan melgavaukti secara obyektif
mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekokesgsuaian dengan standar yang
telah ditetapkan dan kemudian mengkomunikasikakepada pihak pemakai.

Menurut Ika Sukriah et al(2009:8) “Kualitas hasil pemeriksaan adalah
probabilitas dimana seorang pemeriksa atau audit@memukan dan melaporkan
tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistemasisuiktiennya.”

Dalam sektor publik, Government Accountability Office = (GAQ)
mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatanattah standar profesi dan ikatan

kontrak selama melaksanakan audit menurut Lowengladam Taufik, 2010).

2.1.7. Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitaglasil Audit

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profeshbmatan Publik
bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kegag cukup dalam profesi
yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi likkasi teknis dan
berpengalaman dalam bidang industri yang digelignkya (Arens et aP004 dalam
Ika Sukriah et al 2009). Pengalaman akuntan pudién terus meningkat seiring

dengan makin banyaknya audit yang dilakukan semapkeksitas transaksi keuangan
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perusahaan yang diaudit sehingga akan menambaimelaperluas pengetahuannya

di bidang akuntansi dan auditing (Christiawan, 268&m lka Sukriah et al, 2009).
Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lamasam&erja dan

pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semhbkik dan meningkat pula

kualitas audit yang dihasilkan (Alim et,&2007).

2.1.8. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas HasfAudit

Hasil penelitian Trisnaningsih (dalam jurnal SN@engindikasikan bahwa
auditor yang hanya memahangood governance tetapi dalam pelaksanaan
pemeriksaan tidak menegakkan independensinya midek tkan berpengaruh
terhadap kinerjanya.

Alim dkk (2007) menemukan bahwa independensi beyaer signifikan
terhadap kualitas audit. Auditor harus dapat mempikan setiap informasi yang
dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dinm@hdersebut harus didukung
dengan sikap independen.

Studi Empiris yang dilakukan Elfarini pada Kantokuhtan Publik di Jawa
Tengah tahun 2007, diperoleh hasil bahwa indepeamgeempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas audit. Pengaruh yamigndulkan adalah positif, yaitu
semakin tinggi tingkat independensi seorang auditaka akan semakin tinggi pula

tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditssebut.
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Hal tersebut berarti sesuai dengan dengan pend@patAngelo yang
menyatakan bahwa kualitas audit adalah kemungk{i@nt probability) dimana
seorang auditor akan menemukan dan melaporkan ggelean yang ada dalam
sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana audikan menemukan salah saji
tergantung pada kualitas pemahaman auditor (komggtesementara tindakan
melaporkan salah saji tergantung pada independmrditor telah terbukti secara
signifikan, dan dari hasil penelitian secara siamilt

Adapun tingkat independensi merupakan faktor yangnemtukan dari
kualitas audit, hal ini dapat dipahami karena jdaditor benar-benar independen
maka akan tidak terpengaruh oleh kliennya. Audilcan dengan leluasa melakukan
tugas-tugas auditnya. Namun jika tidak memiliki @pdndensi terutama jika
mendapat tekanan-tekanan dari pihak klien makaitksahudit yang dihasilkannya

juga tidak maksimal.

2.2. Kerangka Pemikiran

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperleasnkpuan kerja.
Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yamg, ssemakin terampil dan
semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan terséBetnakin banyak macam
pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalamaankerjsemakin kaya dan luas,

dan memungkinkan peningkatan kinerja”. (Payamandagutak, 2005:8).
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Marianus et al (dalam lka Sukriah :6) menyatakahwaa ‘Secara spesifik
pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yealy tigunakan terhadap suatu
pekerjaan atau tugas’. Penggunaan pengalaman kdagaada asumsi bahwa tugas
yang dilakukan secara berulang-ulang memberikanuapgl untuk belajar
melakukannya dengan yang terbaik.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau hdnlg memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Audit@rus memiliki dan
meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan tekdik serta segala hal yang
menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fupgsgram, dan kegiatan
Pemerintahan. Keahlian auditor dapat diperoleh Inefzendidikan dan pelatihan
yang berkelanjutan serta pengalaman memadai yaperaieh melalui lamanya
bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas dalatakeanakan audit (BPKP,
1998).

Seorang auditor yang memiliki pengalaman kerja yanggi akan memiliki
keunggulan dalam beberapa hal diantaranya; i). ktekdi kesalahan, ii).
Memahami kesalahan dan iii) Mencari penyebab muyeulkesalahan menurut
Taylor dan Tood (dalam Dian indri purnamasatri :13).

Kemudian dalam UU No 15 tahun 2004 tentang PemnaaikdPengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 1 diteratgiara :

Pengertian pemeriksaan atau auditing adalah prossgifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara intkpe objektif, dan

profesional berdasarkan standar pemeriksaan, unmhéqilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasngenai pengelolaan dan
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tanggung jawab keuangan Negara. Sedangkan pemen&sgunyai definisi
sebagai orang yang melaksanakan tugas pemerikeagelplaan dan tanggung
jawab keuangan Negara secara bebas dan mandiri.

Dalam hal-hal pokok yang terkandung diatas terdbagayak aspek penting yang
harus dipenuhi dalam pemeriksaan diantaranya tgrikahebasan dan kemandirian
dan akses terhadap informasi yang mengharuskanarggopemeriksa harus
independen. Dengan demikian, diharapkan hasil pksaan dapat lebih berkualitas
yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi gedolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Selanjutnya akan berdampak padakatan kesejahteraan hidup
masyarakat Indonesia seluruhnya.

Sejalan dengan Standar Audit APIP sebagaimanardiatam PERMENPAN
No. PER/0O5/M.PAN/03/2008 disebutkan bahwa “Dalarmis2 hal yang berkaitan
dengan audit, APIP harus independen dan auditoimgrus obyektif dalam
pelaksanaan tugas“. Independensi tersebut harestalankan oleh auditor dalam
seluruh rangkaian kegiatan audit yaitu : tahap mEmeaan/penyusunan program,
pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini mengandungbahiva independensi auditor
diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP mgkah

Auditor yang independen adalah auditor yang tidaknmak atau tidak dapat
diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manaPusdiklatwas BPKP,
2005). Independensi merupakan sikap yang diharapka@inseorang auditor untuk
tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melalkdsamatugasnya, yang

bertentangan dengan prinsip integritas dan objigdksv Oleh karena itu cukuplah
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beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang bkt&s diperlukan sikap
independen dari auditor. Karena jika auditor keigkn independensinya maka
laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan keagatang ada sehingga tidak dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusampeathaikan kinerja untuk instansi
yang bersangkutan.

Lebih teknis lagi berkaitan dengan independengiektrat sebagai fungsi
pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, nhakas dibuat indikator-
indikator yang jelas dan pasti untuk mewujudkanatsu karakteristik independensi
auditor inspektorat yang profesional dalam mela&kan fungsi pengawasan internal
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah stécquma masalah independensi
yang harus dimiliki oleh pejabat pengawas atautaudispektorat yang melakukan
pekerjaan audit. Berikut indikator-indikator untalewujudkan independensi fungsi
pengawasan inspektorat dapat dibagi menjadi tigggka, yaitu:

1. Independensi program kerja pengawasan (perencanaan)
Bebas dari pihak-pihak yang dapat mempengaruhial@adpenyusunan
program kerja pengawasan dan prosedur audit.

2. Independensi pengujian audit (pelaksanaan):

a) Bebas melakukan akses ke seluruh catatan, kekagaanpegawai, yaitu
relevan dengan penugasan auditnya.

b) Aktif bekerja sama dengan seluruh perangkat dasetdma pengujian audit

berlangsung.
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c) Bebas dari keinginan pihak-pihak tertentu yang $ena mengarahkan
auditnya hanya untuk aktivitas-aktivitas terterdjagian melakukan

pengujian serta menetapkan bukti yang dapat digerim

d) Bebas dari kepentingan individual pihak-pihak tette dalam penugasan
auditnya dan pembatas pengujian audit.

3. Independensi pelaporan hasil pengawasan :

a) Bebas dari perasaan keharusan untuk memodifikagigoeh atau signifikansi
dari fakta yang dilaporkan.

b) Bebas dari tekanan untuk tidak memasukkan perntesalgang signifikan ke
dalam laporan audit.

c) Bebas dari berbagai usaha yang dapat melanggajudgmentnya sebagai
auditor profesional. (Sekolah Tinggi Akuntansi Neg&007:29).

Dan dengan asas umum dari pengelolaan keuangaahdgang tercantum
pada penjelasan UU No. 17 Tahun 2003 tentang KeuraNggara dimana salah satu
asasnya adalah pemeriksaan keuangan oleh badankseny@ng bebas dan mandiri.
Karena dengan pemeriksa yang independen dan matidak terpengaruh pihak
manapun maka hasil pemeriksaannya pun akan obykktifmenghasilkan kualitas
audit yang baik. Kualitas audit yang baik ini saingenting karena kualitas audit
yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan gapgt dipercaya sebagai dasar

pengambilan keputusan.
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Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2010:115) “Sec@derhana, standar
adalah ukuran mutu. Dengan standar ini pihak yaagdit (auditee), pihak yang
memakain laporan audit, dan pihak-pihak lain dapatgukur mutu kerja auditor”.

Sedangkan Hiro Tugiman (2006:13) menyatakan bahwa

Dipandang dari berbagai hal, kegunaan standar fadatduk : i.
memberikan pengertian tentang peran dan tangguabjaaudit internal
kepada seluruh tingkatan manajemen, dewan dirélesian-badan publik,
auditor eksternal dan organisasi-organisasi profgsing berkaitan, ii.
Menetapkan dasar pedoman dan pengukuran atau ipenjeelaksanaan
auditor internal, iii. Memajukan praktek audit intal.

Kemudian Indra Bastian (2006:210) menyatakan ‘@tanaudit memuat
persyaratan professional auditor, mutu pelaksarsamlit, dan persyaratan laporan
audit yang professional dan bermutu.”

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukdnAPRPIP menginginkan
adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawi@) wan teratur dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuamalana yang berlaku. Norma
dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pitad terdiri dari Kode Etik
APIP dan Standar Audit APIP. Kode Etik dimaksudkatuk menjaga perilaku APIP
sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjagdu nhasi audit yang
dilaksanakan.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemenngedalam penegakan
good government. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yatigarapkan.
Mardiasmo (dalam Efendy) menjelaskan bahwa terdaplag¢rapa kelemahan dalam

audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidededianya indikator kinerja yang
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memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintdfzalk pemerintah pusat
maupun daerah dan hal tersebut umum dialami olgan@asi publik karena output
yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidaklah diukur. Dengan kata lain,
ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Dalam sektor publik, Government Accountability Office (GAO),
mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatanatkap standar pofesi dan ikatan
kontrak selama melaksanakan audit, Lowenshon(eiaédm Efendy). Pendapat yang
sama juga dikemukakan oleh lkatan Akuntan Indon@ai, yaitu bahwa audit yang
dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika menteratandar auditing dan standar
pengendalian mutu (Elfarini, 2005). Pentingnya déarbagi pelaksanaan audit juga
dikemukakan oleh Pramono (2003). Dikatakan bahwayk audit yang berkualitas
hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit gadg@h ditetapkan standarnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses audit dapkétdkan telah memenuhi syarat
guality assurance apabila proses yang dijalani tersebut telah sedermgan standar,
antara lain:standar for the professional practice, internal audit charter, kode etik
internal audit, kebijakan, tujuan, dan proseduritagdrta rencana kerja audit.

Kualitas audit juga dapat ditentukan melalui keagsu dengan standar yang
berlaku, salah satunya Standar Audit APIP kareaadsir ini adalah kriteria atau
ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan ayditg wajib menjadi pedoman
oleh APIP (BPKP, 2009:36). Kepercayaan masyaragdtatap mutu jasa audit

pemerintah khususnya harus dijaga, karena itu @udiarus membangun dan
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melaksanakan apa yang disebut program jaminan asualProgram ini harus
dilakukan dalam upaya pemenuhan standar audibigrse

Standar Audit APIP yang dinyatakan oleh BPKP temdri standar umum,
standar pelaksanaan audit dan standar pelaporan Bathm standar pelaksanaan
audit menyatakan bahwa :

a. Dalam setiap penugasan audit, auditor harus menyresuwcana kerja yang
terdiri dari penetapan sasaran, ruang lingkup, dodtgi, dan alokasi
sumber daya.

b. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor hargspirvisi secara memadai
untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnyalitks dan
meningkatnya kemampuan auditor.

c. Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti untakendukung
kesimpulan dan temuan audit.

d. Auditor harus mengembangkan temuan yang diperadms pelaksanaan
audit.

e. Auditor harus menyiapkan dan menata-usahakan dakuaglit kinerja
dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit hdisimpan secara tertib
dan sistematis agar dapat secara efektif diambihbledi, dirujuk dan
dianalisis.

Sedangkan dalam standar pelaporan dinyatakan bhahwa
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. Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuagae penugasannya yang
disusun dalam format yang sesuai, segera setddasmelakukan audit.

. Laporan hasil audit harus dibuat secara tertulis dagera, yaitu pada
kesempatan pertama setelah berakhirnya pelaksandén

. Laporan hasil audit harus dibuat dalam bentuk dagang dapat dimengerti
oleh auditi dan pihak lain yang terkait.

. Auditor harus melaporkan adanya kelemahan atansisengendalian intern
auditi.

. Auditor harus melaporkan adanya ketidakpatuhan atih peraturan
perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatuhan.

. Laporan hasil audit harus tepat waktu, lengkapratkoebyektif, meyakinkan,
serta jelas dan seringkas mungkin.

. Auditor harus meminta tanggapan atau pendapat daphakesimpulan,
temuan, rekomendasi termasuk tindakan perbaikag giaencanakan oleh
auditi secara tertulis dari pejabat auditi yangdreggungjawab.

. Laporan hasil audit diserahkan kepada pimpinannisgai, auditi, dan pihak
lain yang diberi wewenang untuk menerima laporasil haudit sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dari uraian tersebut disimpulkan dengan gambamiga pemikiran :
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pemeriksaan  rutin

A 4
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Indikator :

i. Mendeteksi kesalahan
ii. Memahami kesalahan
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Indikator :

i. Independensi  Program  Ker]
Pengawasan (Perencanaan)

ii. Independensi Pengujian Audi

(Pelaksanaan)
iii. Independensi Pelaporan. (STA
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(BPKP, 2008:58).

Kualitas Hasil Audit (Y)

i. Standar Pelaksanaan Audit
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Audit.
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Hipotesis :
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Independensi Terhadap Kualitas Hasil Audit
di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.”

uh Pengalaman Kerja dan

Gambar 2
Kerangka Pemikiran
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2.3. Hipotesis

Dalam suatu penelitian dibutuhkan hipotesis atagado sementara, hipotesis
itu sendiri adalah “Jawaban sementara terhadap lamasdau sub-masalah yang
diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari laradageori atau tinjauan pustaka dan
masih harus diuji kebenarannya” (Tim Penyusun PegioRenulisan Karya limiah
Universitas Pendidikan Indonesia, 2006:45). Makzotasis yang diajukan peneliti
adalah“Terdapat Pengaruh Pengalaman Kerja dan Independeris Terhadap

Kualitas Hasil Audit di Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur.
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